
Halaman 1 dari 5

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA,

KONDISI KERJA DANKELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah direalisasikannya tambahan
penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai dengan Peraturan
DaerahKabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 yang mana pelaksanaan pembayaran nya ditindaklanjuti
dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja,
Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;

b. bahwa pada Peraturan Bupati Asahan Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahanterdapat
kekeliruan dalam hal pengetikan yang menyebabkan tidak
terakomodirnya dua Organisasi Perangkat Daerah;

c. bahwa pembayaran yang direalisasikan pada organisasi
perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola
Pendapatan Daerah yang tercantum dalam dokumen
pelaksanaan anggaran seyogianya tercantum pada Peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang pemberian tambahan
penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan
kelangkaan profesi bagi pegawai negeri sipil di lingkungan
pemerintah kabupaten asahan;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan
Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan
Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Asahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan  Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5994);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);

11. Peraturan Bupati Asahan Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja,
Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah
Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI ASAHAN NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA
DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja
dan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 57),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Asahan Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi
Kerja dan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018
Nomor 57), ditambah 2 (dua) pengelompokan dan besaran pemberian tambahan
penghasilan yaitu Tunjangan kelancaran tugas pada Badan Pengelola
Pendapatan Daerah (selain selain Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan), dan Biaya Tunjangan Kesejahteraan Penyelenggaraan Pendidikan
dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku terhitung sejak bulan
Januari 2019.



Halaman 4 dari 5

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI ASAHAN,

ttd

SU R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020 NOMOR 7
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANGPEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA,
KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

PENGELOMPOKAN DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

1. Tunjangan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (selain
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) :

a. Kepala Badan………………………. : Rp. 25.312.500.-/bulan

b. Sekretaris...…………………………. : Rp. 11.000.000.-/bulan

c. Kabid.………………………………... : Rp. 9.000.000.-/bulan

d. Kasubbid/Kasubbag….………….. : Rp. 4.500.000.-/bulan

e. Kepala UPTD….…………............. : Rp. 4.500.000.-/bulan

f. Kasubbag Tata usaha UPTD……..: Rp. 3.375.000.-/bulan

g. Staf……………………………………. : Rp. 1.800.000.-/bulan

2. Biaya Tunjangan Kesejahteraan Penyelenggaraan Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan :

a. Kepala TK Negeri Pembina.......... : Rp. 50.000.-/bulan

b. Kepala TU Negeri Pembina.......... : Rp.      337.500.-/bulan

c. Tunjangan Berdiri Guru............. : Rp. 15.000.-/bulan

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A


